PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER
DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong
peningkatan kinerja DPRD dan mencip-
takan kondisi sosial ekonomi daerah
yang baik dan seimbang serta dengan
ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah perlu dirubah;
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Mengingat

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan

sebagaimana dimaksud pada huruf a
dipandang perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lombok Timur.

. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-
daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lem-
baran Negara Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987

tentang Protokol (Lembaran Negara
Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara gLembaran
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Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003
tentang Susunan dan Kedudukan
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Per-
wakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lem-
baran Negara Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Nomor
4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perun-
dang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lem-baran Negara Tahun 2004 Nomor

66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lem-
baran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
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4437) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan lembaran
Negara Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
1990 tentang Ketentuan Keprotokoleran
Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara
dan Tata Penghormatan (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 54, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Dae-
rah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4416) sebagaimana telah tiga
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kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2004 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 4417);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerin-

tahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4090).

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR
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